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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengurangan massal 

PBB, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah non probability sampling dengan metode accidental sampling. 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

sebanyak 390 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota 

Palembang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package For Social 

Science) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan massal PBB, 

sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

Kata kunci : Pengurangan Massal PBB, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan 

Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak 

sedikit dalam membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai pengeluaran negara tersebut sebagian besar berasal dari pajak. 

Pengertian pajak berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28, 2007) Pasal 1 

Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga negara. Sedangkan 

pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam 

membiayai rumah tangga daerah. Salah satu contoh pajak daerah yang 

dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pajak Bumi dan Bangunan selama ini merupakan salah satu jenis pajak pusat, 

tetapi kini telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Hal 

ini diperjelas dengan diberlakukannya (Undang-Undang Nomor 28 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) dimana Pajak Bumi dan Bangunan
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Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Dengan demikian 

jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dalam 

membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan 

bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial 

ekonomi bagi wajib pajak atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau 

memperoleh manfaat dari padanya (Widiyanti & Pranaditya, 2019). Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pemasukan daerah 

yang cukup potensial terhadap pendapatan suatu daerah, karena objek Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada 

di dalam suatu daerah tersebut. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan 

dianggap sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi suatu daerah, 

namun realisasinya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit 

dilakukan.  

Salah satu daerah yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah di Kecamatan Kemuning Kota 

Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah (BPPD) Kota Palembang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021 

 

Tahun Target 

Realisasi Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Persentase 

(%) 

2019 8.450.161.333 7.453.066.353 88% 

2020 10.731.870.808 6.831.608.158 64% 

2021 10.118.066.758 7.932.893.909 78% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022 

Pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang setiap 

tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota 

Palembang sebesar 88%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami 

penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 64%. Pada tahun 2021 realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota 

Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 78%. Dari 

tahun 2019-2021 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di 

Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah.  

Salah satu penyebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 

Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target, yaitu 

disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak 
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menurut (Herlyastuti, 2018) adalah suatu sikap yang dimiliki wajib pajak 

untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya dengan melaporkan, mengisi, dan membayar pajaknya sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang ada.  

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan  

di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021 

Tahun 

Jumlah WP 

Terdaftar 

Jumlah WP 

Membayar 

Persentase 

(%) 

2019 15.838 5.714 36% 

2020 15.905 5.494 35% 

2021 15.401 8.584 56% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022 

Pada Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari tabel diatas 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 yang membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang hanya 

sebesar 36%. Pada tahun 2020 kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang 

mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2021 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya yaitu sebesar 56%. Wajib pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan 
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rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.  

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) akan menimbulkan dampak negatif dalam perolehan atau 

pemasukan bagi suatu daerah seperti berkurangnya penerimaan kas daerah 

tersebut, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Menurut (Oladipupo & Obazee, 2016) faktor-

faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di 

negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman atau sanksi, 

pendapatan, pengetahuan, tingkat pajak marjinal yang tinggi, 

ketidakefektifan administrasi perpajakan, dan sebagainya. 

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak 

disebabkan karena adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap 

kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang pada tahun 2018. 

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut membuat masyarakat kesulitan 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan pajak yang harus 

dibayar masyarakat cukup tinggi. Selain itu pada tahun 2019 dimana 

Indonesia terdampak Pandemi Covid-19 yang sangat membuat sulit 

pemerintah dan masyarakat. Pandemi Covid-19 tersebut menimbulkan 

dampak global yang sangat luas, khususnya dampak perekonomian 

masyarakat di Kota Palembang. Akibat yang ditimbulkan dari dampak 

tersebut ialah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 
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dan bangunan, yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan 

menurun. 

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, khususnya bagi wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara memberikan (Pengurangan 

Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dalam Wilayah Kota 

Palembang, 2022), sesuai dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 

1/KPTS/BPPD/2022. Hal ini dikarenakan bahwa nilai pokok ketetapan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kota Palembang dirasakan masyarakat cukup tinggi 

sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan membayar wajib pajak. 

Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengurangan massal Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang dengan harapan agar dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa 

mencapai target. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Puspitasari, 

2011) menunjukkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak.  

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. 

Menurut (Sudrajat et al., 2015) sosialisasi pajak berarti upaya yang dilakukan 

untuk memberikan informasi mengenai pajak yang bertujuan agar seseorang 

paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
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Sosialisasi pajak melalui berbagai media serta berbagai seminar tentang pajak 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan 

meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara 

intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh (Muslim, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Ramadhanti et al., 2020) yang 

menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan 

fiskus adalah cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam 

membantu mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. 

Apabila pelayanan fiskus sangat baik terhadap wajib pajak dan memberikan 

kenyamanan bagi wajib pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Rifai, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Ramadhanti et 

al., 2020) pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang 

“Pengaruh Pengurangan Massal PBB, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan 

Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pengurangan massal pajak bumi dan bangunan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan? 

2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan? 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis 

mengambil topik mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Penelitian ini 

membahas mengenai pengaruh dari variabel bebas (independen) yaitu 

pengurangan massal pajak bumi dan bangunan, sosialisasi pajak, dan 

pelayanan fiskus terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengurangan massal pajak bumi dan 

bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

- Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan 

terutama dalam masalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 

- Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara penulis bisa 

mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama 

perkuliahan berlangsung. 

 

 



10 
 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi 

masyarakat Kota Palembang, agar dapat meningkatkan kepatuhan 

dalam membayar kewajiban perpajakannya, baik itu Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) ataupun jenis pajak lainnya yang dipungut dan 

dikelola oleh pemerintah Kota Palembang. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau evaluasi bagi pemerintah Kota Palembang, untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin optimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang 

terdiri dari landasan teori yang berisikan teori atribusi, 
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pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, 

pemungutan pajak, azas pemungutan pajak, sistem 

pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak 

bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan, objek 

pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan pajak, tarif pajak 

bumi dan bangunan, pengurangan massal pajak bumi dan 

bangunan, sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, kualitas 

pelayanan fiskus, penelitian sebelumnya, kerangka 

konseptual, dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, teknik 

pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data 

yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini 

terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian 

serta pembahasan penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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